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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan
persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang. dengan mengetahui sejauh mana
system pengelolaan persampahan yang berjalan selama ini di Kota Tanjungpinang
serta sebaik apa system pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang ini dijalankan sehari-harinya. Dengan mengetahui perkembangan
sejauh mana system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang,
diharapakan mampu menerapkan suatu inovasi-inovasi agar system pengelolaan
persampahan dapat berjalan semaksimal mungkin serta instansi — instansi terkait
dapat menerapkan inovasi — inovasi baru terhadap system pengelolaan
persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis
data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data
berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk
mengungkap dan memahami serta mengevaluasi sesuatu system pengelolaan
persampahan di Kota Tanjungpinang yang berjalan selama ini melalui Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota
Tanjungpinang memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan
konseptual, bukan hanya melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem pengelolaan persampahan yang
ada selama ini belum dijalankan secara optimal. Beberapa langkah yang bisa
dilakukan diantaranya Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu terus melakukan
penanaman nilai - nilai serta menciptakan kebijakan — kebijakan dalam sistem
pengelolaan persampahan yang nantinya diharapkan dapat mengatasi masalah
persampahan di Kota Tanjungpinang dengan maksimal, Perlunya inovasi dalam
sistem pengelolaan persampahan oleh pemerintah sebagai stakeholder guna
menciptakan Kota Tanjungpinang yang bersih baik inovasi dalam system,
teknologi serta manajemen, serta Pemerintah dapat melihat mencontoh bahkan
memodifikasi sistem pengelolaan persampahan negara — negara maupun daerah —
daerah yang telah berhasil mengatasi permasalahan sampahnya yang salah satu
caranya adalah melalui benchmarking.

Kata Kunci : Sistem Pengelolaan Persampahan, Inovasi sistem pengelolaan
persampahan
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ABSTRACT

This study was conducted fo evaluate the solid waste management system
in the city of Tanjungpinang. to determine the extent of the waste management
system that runs throughout in Tanjungpinang as well as how well the waste
management system in the city of Tanjungpinang is run day-to-day. By knowing
the development of the extent to which the system of waste management in the
city of Tanjungpinang, expected to be able to apply an innovation that the system
of waste management can run as much as possible and agencies - agencies can
implement innovation - new innovations to the system of waste management in
the city of Tanjungpinang,

The study was conducted using a qualitative approach. Data analysis in
qualitative research carried out at the time of data collection takes place, and after
the completion of data collection in a particular period. Chosen qualitative
approach in this research aims to uncover and understand and evaluate something
the system of waste management in the city of Tanjungpinang running for this
through the Department of Housing, Region Settlements, Sanitation and
Tanjungpinang requires a number of field data that is actual and conceptual, not
only through Statistical procedures or forms of matter.

The analysis shows that existing waste management system has not run
optimally. Several steps can be carried out include the City of Tanjungpinang
need to continue the planting of value - value and create policies - policies in the
system of waste management which is expected to solve the problem of solid
waste in the city of Tanjungpinang to the maximum, Need for innovation in the
system of waste management by the government as a stakeholder in order to
create Tanjungpinang clean nice innovation in systems, technology and
management, as well as the Government may look to imitate even modify the
state waste management system - state and local - area that has managed to
overcome the problems of trash that one way is through benchmarking.

Keywords: System Waste Management, Innovation system of managemen waste
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada awalnya Dinas Kebersthan dan Pertamanan dibentuk sebagai
Organjsagi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang yang mempunyai urusan dalam
pengelolaan persampahan pada tahun 2005 yang berlokasi di Jalan Merdeka No.5
Tanjungpinang, kemudian sekitar tahun 2006-2007 melaui Peraturan Daerah Kota
Tanjungpinang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dilebur ke Dinas Permukiman
dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang menjadi Bidang Kebersihan dan
7Pertamanan, dan pada tahun 2008-2012 dipisah kembali menjadi Kantor
Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.

Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang
dibentuk Berdasarkan Keputusan Walikota nomor : 22 Tahun 2009 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan
Pertamanan dan Pcﬁlakaman Kota Tanjungpinang. Yang mempunyai tugas utama
dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan dan
keindahan kota, dan kemudian pada tahun 2013 terbentuk Dinas Tata Kota
Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman melani Peraturan Walikota
Tanjungpinang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan
Pemakaman Kota Tanjungpinang, dan pada tahun 2015 Dinas Tata Kota
Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dipisah kembali menjadi Dinas

Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang pada Tahun 2015.
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Dan yang terakhir melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No.11 Tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang
1. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan
Pertamanan Kota Tanjungpinang mempunyai sumber daya manusia yang cukup
baik yang dapat dilihat dari data kepegawaian. Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang
mempunyai Jumlah pegawai sebanyak 109 (seratus sembilan) orang. Berdasarkan
data jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan di Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang pada
tahun 2017 yang paling dominan adalah pegawai déngan tingkat pendidikan SMA
berjumlah 73 orang sedangkan komposisi pegawai menurut tingkat kepangkatan
yang paling banyak adalah golongan II sebesar 24 orang. Hal ini merupakan
potensi sumber daya manusia bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman Kebersihan Dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis. Data kepegawaian
dimaksud sebagai berikut:
Tabel IV.1
Jumlah Pegawai/Honorer berdasarkan status Kepegawaian di Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan
Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Tahun 2017

Status Kepegawaian
No Sekretariat/Bidang Honorer Jumlah
PNS | PIT Outsourching
1 | Sekretariat 12 8 7 27
2 | Bidang Pertamanan, Pemakaman 3
dan PTU 20 g 11 9
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3 | Bidang Perkim dan Kebersihan 12 5 11 28
4 | Bidang Sarana dan Prasarana 7 2 6 15
Jumlah 51 23 35 109

Sumber; Data Kepegawalan DPRKPKP Talum 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah
kepegawaian yang paling banyak di Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU
yaitu berjumlah 39 Orang sementara dalam hal ini Bidang Perkim dan Kebersihan
berjumlah 29 Orang. Dengan demikian jumlah pegawai yang ada di Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota
Tanjungpinang masih minim dalam pengelolaan persampahan dimana didalam
penelitian ini akan melihat sistem pengelolaan persampahan sejauh mana
pengelolaan dengan melihat kondisi kepegawaian yang ada di Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

Tabel IV.2
Jumlah Pegawai/Honorer menurut Jenis Kelamin di Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota
Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Tahun 2017

No Sekretariat/Bidang Jenis Kelamin Jumlah
Laki | Perempuan
1 | Sekretariat , 19 8 27
2 I;;%ang Pertamanan, Pemakaman dan 7 12 39
3 | Bidang Perkim dan Kebersihan 24 4 28
4 | Bidang Sarana dan Prasarana 9 6 15
Jumlah 79 30 109

Sumber: Data Kepegawaian DPRKPKP Tahun 2017

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat dari Jenis Kelamin disini lebih
banyak memiliki pegawai laki — laki dibanding perempuan dimana di Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota

Tanjungpinang memang memeriukan banyak laki — laki dibanding perempuan
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untuk melaksanakan tugas lapangan sangat diperlukan tenaga Laki — laki
dibanding dengan perempuan.
Tabel IV.3

Jumlah Pegawai/Honorer Menurut Tingkat Pendidikan Pada Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan

Kota Tanjungpinang
Tahun 2017
. . Pendidikan
No Sekretariat/Bidang S2 TSI 1 D3 | SMA | SMP 1SD Jumlah
1 | Sekretariat 1 9 2 14 - 1 27
2 | Bidang Pertamanan, 9 2 -
Pemakaman dan PJU ) 1 27 39
3 |Bidang Perkim dan 3 - -
Kebersihan 2 ) 23 28
4 |Bidang Sarana dan 6 - -
- - 9 15
Prasarana
Jumlah 3 127 3 73 2 1 109

Sumber: Data Kepegawaian DPRKPKP Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat status kepegawaian dalam jenjang
pendidikan dapat dilihat bahwa pegawai yang ada di Dinas Perumahan Rakyat,
Perumahan Rakyat, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang memiliki
pegawai yang dominan banyak masih berada tingkat pendidikan SLTA baik
dalam status Pegawai maupun honorer. Dengan dimikian banyak yang berstatus
SLTA agar memaksimalkan pekerjaan pada saat berada di lapangan.

Tabel IV.4

Jumlah Pegawai/Honorer Menurut Umur Pada Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

Tahun 2017
Umur (Tahun )
No | Sekretariat/Bidang | _ 30 3;)5_ I 4650 5>0 | Juﬁlla
1 | Sekretariat 3 5 6 3 3 2 -
? ety | 1 5| 4 10 R B
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3 Bldang_ Perkim dan 9 6 3 1 4 5 28
Kebersihan
4 | Bidang Sarana dan 4 1 5 2 ] 2 15
Prasarana
Jumlah 31 20 18 16 13 11 109
Sumber: Data Kepegawaitn DPREPKP Talun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai atau honorer yang
berada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan
Pertamanan Kota Tanjungpinang memiliki usia hampir banyak di bawah umur 30
tahun kebawah dimana para pegawai serta honorer memiliki usia produktif kerja.
Serta usia yang paling minim yaitu usia diatas 50 Tahun.

Tabel IV.5
Jumlah Pegawai/Honorer Menurut Masa Kerja Pada Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota
Tanjungpinang Tahun 2017

Masa Kerja (Tahun) Jumlah
No Sekretariat/Bidang
1-5 | 6-10 | 11-15 | >15
1 | Sekretariat 9 11 5 2 27
2 | Bidang Pertamanan, Pemakaman 20 15 3 1 39
dan PJU
3 | Bidang Perkim dan Kebersihan 17 4 3 4 28
4 | Bidang Sarana dan Prasarana 7 3 4 1 15
Jumlah 53 33 15 8 109

Sumber: Data Kepegawaian DPRKPKP Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai dan honorer yang
ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan
Pertamanan Kota Tanjungpinang yang paling dominan memiliki masa kerja 1 -5
Tahun sedangkan yang paling sedikit lebih dari 15 tahun. Dimana dengan adanya
kebijakan yang baru banyak memiliki kebijakan dengan sendirinya sehingga

banyak pegawai serta honorer yang bekerja 1-5 tahun.
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Tabel IV.6
Jumlah Pegawai/Honorer Menurut Golongan Pada Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota
Tanjungpinang Tahun 2017
No Sekretariat/Bidang Golongan Jumiah
Iv | I I I Non Pns
1 | Sekretariat 1 |5 6 - 15 27
2 | Bidang Pertamanan, ) 8 10 5 19 39
Pemakaman dan PJU
3 | Bidang Perkim dan ) 5 6 1 16 28
Kebersihan
4 | Bidang Sarana dan _ 4 2 i 8 15
Prasarana
Jumlah 1 [22) 24 4 58 109

Sumber: Data Kepegawaian DPRKPKP Tahun 2017

Dapat dilihat pada tabel pegawai / honorer menurut golongan yang paling
dominan banyak di Golongan II, dan serta Non PNS. Dimana Non PNS ini lah
yang menunjang pekerjaan di lapangan, agar dapat dilaksanakan pekerjaan di
lapangan serta menunjang pekerjaan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang baik
dalam segi pengelolaan kebersihan , pertamanan, pemakaman dan sebagainya.

B. Hasil

Dengan menerapkan teori Dunn, peneliti bermaksud menjabarkan
bagaimana desain penelitian ini agar terdapat batasan masalah dan tidak terjadi
kesalahpahaman antara variabel, dengan menggunakan konsep dari dunn peneliti
menganggap teori dunn ini yang tepat digunakan peneliti kali ini dengan adanya
fenomena , Efektivitas yang mana maksud dari efektivitas menurut dunn
merupakan Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai, untuk menjawab hasil
pertanyaan dunn tersebut menerapkan indikator untuk mengetahui jawaban

tersebut adalah Tercapainya Tujuan maksud tercapainya tujuan tersebut akan
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mengetahui sistem Pengelolaan Persampahan yang terealisasi dengan baik.

Dengan mengetahui indikator dalam penelitian peneliti akan mengetahui efektif

atau tidaknya dengan mengukur indikator dari tercapainya tujuan. Indikator yang

kedua untuk mengetahui efektifitas menurut Dunn adalah Kejelasan Sasaran
dengan menemukan terdapat Kesesuaian antara Konsep Kebijakan dan Hasil.

Dengan diketahui kesusuaian antara konsep kebijakan dan hasil ini lah dapat

dilihat bahwa sistem pengelolaan persampahan efektif atau tidaknya berdasarkan

teori dunn tersebut.

1. Efektivitas, Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah, biasanya dilaksanakan
untuk mencapai tujuan tertenty. Seringkali tindakan yang telah dilakukan
untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai yang diharapkan karena faktor
lain yang tidak terduga seperti perubahan lingkungan. Oleh karena itu,
diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari
kebijakan tersebut. Salah satu kriteria dasar dalam menilai suatu program atau
kebijakan adalah dengan efektivitas.

a. Tercapainya Tujuan, Sistem pengelolaan persampahan harus dilaksanakan
guna menciptakan pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 Informan masing-masing
Informan memiliki tanggapan yang hampir sama mengenai System
pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai sistem
pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik sehingga didapati

hasilnya sebagai berikut :




43254 pdf

66

“Menurut saya pengelolaan sistem pengelolaan persampahan yang
ada di Kota Tanjungpinang sudah dilaksanakan dengan baik
dengan pengangkutan yang dilakukan sesuai jadwal yang telah
ditetapkan” (Wawancara Tanggal 25 Juli 2017)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu pengawas kebersihan dengan inisial AR berkenaan dengan sistem
pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik maka diperoleh
hasiinya sebagai berikut :

“Saya rasa sistem pengelolaan persampahan yang ada selama ini

sudah cukup baik meskipun ada kekurangan dilihat dari prosesnya

sudah dapat dikatakan sudah baik karena waktu pengelolaan diatur
tepat dengan kapan sampah itu akan muncul di tempat
pembuangan sampah sehingga menurut saya itu bisa dikatakan
pengelolaan sampahnya teratur meskipun ada hambatan ketika

dalam pengelolaan persampahan” (Wawancara Tanggal 25 Juni
2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu petugas sapu dengan inisial SD mengenai sistem pengelolaan
persampahan yang terealisasi dengan baik sehingga didapati hasilnya
sebagai berikut :

“Soal mengenai pengelolaan sampah sistemnya bagaimana saya

kurang mengerti karena saya disini sebagai petugas lapangan yang

mengelola kebersihan, sedangkan saya hanya mengikuti apa yang
telah menjadi tugas saya, kalau berdasarkan saya kerja saya
melakukannya dengan baik pada saat bekerja sehingga sampah
yang ada saya bersihkan pada saat saya bekerja” (Wawancara

Tanggal 25 Juli 2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
petugas kebersihan dengan inisial MR mengenai sistem pengelolaan

persampahan yang terealisasi dengan baik sehingga didapati hasilnya

sebagai berikut :
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“Mohon maaf sebelumnya bang saya kurang mengetahui juga
terhadap system pengelolaan yang baik itu seperti apa yang jelas
system pengelolaan sampah yang ada di Kota Tanjungpinang ini
menurut saya sudah baik karena apa dikatakan baik bahwa sampah
yang telah terangkut dan dibuang di TPA tidak hanya menjadi
tumpukan sampah tetapi diclah lagi sehingga nanti menjadi sesuatu
yang berguna, dengan demikan dapat saya katakan bahwa system
pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini dapat
dikatakan cukup baik”. (Wawancara Tanggal 25 Juli 2017)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu petugas pengawas dengan inisial A.M berkenaan dengan sistem
pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik maka diperoleh
hasilnya sebagai berikut :

“Menurut pandangan saya tentang system pengelolaan
persampahan pengelolaan di Kota Tanjungpinang ini dapat
dikatakan baik dan cukup maksimal dikarenakan pedulinya atasan
yang mengawasi para petugas terhadap kebersihan yang ada di
Kota Tanjungpinang dengan adanya hal tersebut maka pengelolaan
persampahan dapat berjalan dan para petugaspun menjadi disiplin
sehingpa pengelolaan persampahan dapat maksimal dengan
disiplinnya dari para petugas, dengan demikian menurut pendapat
saya system pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang ini sudah baik meskipun ada beberapa kendala”.
(Wawancara Tanggal 25 Juli 2017)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari
masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya selaku sebagai warga masyarakat

melihat sistem pengelolaan sampah ini sudah belum terealisasi

dengan baik dikarenakan masih ada persampahan yang tercecer

dijalan maupu di komplek perumahan” (Wawancara Tanggal 23

Januari 2018)

Berikut ini juga merupakan tanggapan dari masyarakat dengan
inisial A.B.P sehingga didapati hasilnya sebagai berikut;

“Sistem pengelolaan persampahan yang ada di  Kota

Tanjungpinang ini dapat dikatakan belum dapat terealisasi dengan
baik dikarenakan sarana yang kurang sehingga ada salah satu lori
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yang sebenarnya sudah tidak layak dipakai tetapi masih tetap
dipakai sehingga sampah yang terangkut berterbaran dan
mengakibatkan sampah tercecer di tepi jalan.” (Wawancara
Tanggal 24 Januari 2018)

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kabid.
Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) dengan inisial Bpk. WB
dan didapati hasilnya sebagai berikut:

“Berbicara mengenai system pengelolaan persampahan yang telah
terealisasi dengan baik, di Kota Tanjungpinang ini merupakan
wilayah yang menangani pengelolaan persampahan yang baik, jika
dibandingkan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang lainnya
dengan adanya proses yang akan mengolah tumpukan sampah yang
ada di TPA dan dalam sektor lainnya. Tetapi jika dibandingkan
dengan wilayah Provinsi lainnya masih mengalami kekurangan
baik itu dari dalam hal budaya masyarakatnya maupun cara
pengelolaan persampahan itu sendini”. (Wawancara Tanggal 25
Juli 2017)

b. Kejelasan Sasaran, system pengelolaan persampahan dalam hal ini yang
mana terdapat kesesuaian antara system pengelolaan dengan hasil yang
ingin dicapai.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai kesesuaian
antara system pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai sehingga
didapati hasilnya sebagai berikut :

“Menurut saya system pengelolaan persampahan yang ada di Kota

Tanjungpinang ini diupayakan agar mencapai dan sesuai apa yang

dinginkan Kepala Daerah yang dicantumkan dalam visi dan misi

kepala daerah yaitu menciptakan Tanjungpinang yang bersih,
sehingga diupayakan seoptimal mungkin agar system pengelolaan

persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang dapat memenuhi
hasil yang dinginkan” (Wawancara Tanggal 26 Juli 2017)
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Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu pengawas kebersihan dengan inisial AR berkenaan dengan kesesuaian
antara sistem pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai maka diperoleh
hasilnya sebagai berikut :

“Saya rasa ingin adanya hasil yang maksimal dengan system
pengelolaan persampahan tentu harus mengadakan pengawasan
terhadap sistem pengelolaan persampahan tersebut dengan adanya
pengawasan yang ada akan menciptakan kesesuaian dan hasil yang
akan dicapai”. (Wawancara Tanggal 26 Juli 2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu petugas sapu dengan inisial SD mengenat kesesuaian antara
system pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai sehingga didapati
hasilnya sebagai berikut :

“Menurut saya pak Pemerintah ini menginginkan Kota
Tanjungpinang yang bersih maka dari itu menciptakan system
pengelolaan persampahan dengan menggaji para petugas
kebersihan guna mencapai hasil yang ingin dicapai, dengan adanya
para pengawas yang mengawasi petugas kebersihan , dengan itu
kami bekerja dengan giat, hal ini akan menimbulkan kesesuaian
dengan hasil yang ingin dicapai nantinya yaitu Kota yang bersih”
(Wawancara Tanggal 26 Juli 2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
petugas kebersihan dengan inisial MR mengenai kesesuaian antara system
pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai sehingga didapati hasilnya
sebagai berikut :

“Mengenai kesesuaian sistem pengelolaan persampahan dengan
hasil yang dicapai saya kurang memahami pak, tetapi pendapat
saya dengan adanya system pengelolaan persampahan ini Kota
Tanjungpinang menjadi bersih dengan demikian menciptakan
system pengelolaan persampahan guna untuk mencapai hasil
menciptakan lingkungan yang bersih, maka dari itu dapat
dikatakan sesvai dengan hasil yang diharapkan. (Wawancara
Tanggal 26 Juli 2017)
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Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu petugas pengawas dengan inisial AM mengenai kesesuaian antara
system pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai sehingga didapati
hasilnya sebagai berikut :

“Menurut saya system pengelolaan ini sesuai dengan hasil yang

| ingin dicapai untuk menciptakan kota yang bersih karenakan
menyediakan sarana dan prasana guna menciptakan pengelolaan
persampahan itu sendiri agar dapat menunjang system pengelolaan
persampahan”. (Wawancara Tanggal 26 Juli 2017)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari
masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:

“Menurut saya kesesuaian kebijakan yang dibuat dan hasil yang
diperoleh dari sistem pengelolaan persampahan ini telah sesuai
dengan adanya sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang ini menciptakan pengelolaan persampahan yang
ada di Kota Tanjungpinang dan alhasil menciptakan Kota
Tanjungpinang yang bersih” (Wawancara Tanggal 23 Januari
2018)

Berikut melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat
dengan inisial A.B.P didapati hasilnya sebagai berikut:

“Kesusuaian Kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai Kota

Tanjungpinang dengan menerapkan sistem  pengelolaan

persampahan sudah mengalami peningkatan sampah sehingga

dengan demikian Tanjungpinang akan dapat dikatakan bersih.

(Wawancara Tanggal 24 Januari 2018)

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kabid.
| Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,

Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) dengan inisial Bpk. WB

dan didapati hasilnya sebagai berikut:

“Mengenai kesesuaian system pengelolaan persampahan antara
hasil yang akan dicapai sejauh ini hanya sebatas bahwa jika
menciptakan system pengelolaan persampahan akan menciptakan
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lingkungan yang bersih itu sesuai dengan apa yang diharapakan,
tetapi nyatanya bahwa system pengelolaan persampahan yang ada
di Kota Tanjungpinang ini masih memiliki kekurangan sehingga di
TPA masih ada tumpukan-tumpukan sampah berbeda dengan
daerah yang lain yang justru hampir tidak ada lagi tumpukan
sampah, sampah tersebut dijadikan bahan — bahan yang berguna”,
(Wawancara Tanggal 26 Juli 2017)

2. KEfisiensi, merupakan kriteria dalam menentukan seberapa besar input yang
digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Efisiensi artinya
melaksanakan dan menghasilkan segala sesuatu dengan tepat, serta efisien
juga merupakan perbandingan antara sumber — sumber yang digunakan
dengan output yang dihasilkan. Selanjutnya Dunn mengemukakan indikator
evaluasi adalah efisiensi merupakan Seberapa banyak usaha diperlukan untuk
mencapai hasil yang diinginkan dengan itu dunn menggunakan indikator
untuk mengukur efisiensi yaitu Waktu Pelaksanaan dengan mengetahui
Pengelolaan Persampahan oleh DPRKPKP Lebih Susuai dan Tepat, dengan
diketahuinya nantinya pengelolaan persampahan yang lebih sesuai dan tepat
seperti apa dan hasil tersebut lah kita mengetahui bahwa system pengelolaan
persampahan itu efisien atau tidak. Selanjutnya selain efisiensi Dunn juga
mengemukaan bahwa indikator untuk mengukur evaluasi adalah Kecukupan
yang mana kecukupan merupakan Seberapa jauh pencapaian hasil yang
diinginkan memecahkan masalah, dengan ingin diketahuinya pencapaian hasil
yang diinginkan dunn mengemukakan bahwa harus mengetahui kepuasan
terhadap hasil dimana yang akan di teliti oleh peneliti adalah Sistem
Pengelolaan Persampahan Yang Dapat terlaksana sesuai sasaran, dengan hal

ini akan terjawab nantinya bagaimana kecukupan yang dimaksudkan dunn

tersebut.
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a. Waktu Pelaksanaan, merupakan sesuatu tolak ukur dalam mengevaluasi
dalam sistem pengelolaan Persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang
lebih sesuai dan tepat.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai system
pengelolaan persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang lebih
sesual dan tepat sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

“Menurut saya waktu pelaksanaan yang dilakukan dalam system

pengelolaan persampahan ini para petugas di kerahkan untuk

bekerja semaksimal mungkin dalam satu hari yaitu 2 shiff untuk
petugas sapu jalan begitu juga lori sampah™ (Wawancara Tanggal

28 Juni 2017)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu pengawas kebersihan dengan inisial AR mengenai system
pengelolaan persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Iebih
sesuai dan tepat sehingga didapati basilnya sebagai berikut :

“Menurut pendapat saya waktu pelaksaan diataur agar dapat

menciptakan kesesuaian dimana pada pagi hari mulai pukul 06.00

sampai pukul 10.00 dan pada siang hari pukul 02.00 sampai pukul

04.00. diwaktu inilah banyak ditemukan sampah sehingga dinas

terkait menetapkan waktu tersebut. (Wawancara Tanggal 28 Juli

2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh

salah satu petugas sapu dengan inisial E.S mengenai system pengelolaan

persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
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Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang lebih sesuai dan tepat
sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

“Menurut saya pak waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dari

dinas ini sudah sesuai dan lumayan lama sehingga dengan lokasi

yang cukup luas agar dapat memaksimal kan pekerjaan kami pak”

(Wawancara Tanggal 28 Juli 2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
petugas kebersihan dengan inisial R.E mengenai system pengelolaan
persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang lebih sesuai dan tepat
sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

“Saya rasa waktu pelaksanaan ini bergantung cuaca kadang ketika

hujan maka dengan itu juga akan mngakibatkan keterlambatan

bekerja dan akibatnya sampah makin berkumpul dan pengelolaan

pun terlambat” (Wawancara Tanggal 28 Juli 2017)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu petugas pengawas dengan inisial EN mengenai system pengelolaan
persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang lebih sesuai dan tepat
sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

“Waktu pelaksanaan sudah sesuai dengan jumlah terkumpulnya

sampah dengan demikian sangat memudahkan untuk melaksanakan

pengelolaan persampahan tergantung hambatan yang tidak terduga
aja lagi pak seperti cuaca, maupun keschatan yang nanti nya
mengakibatkan kurang efektif melakasanakan pengelolaan

persampahan”. (Wawancara Tanggal 28 Juli 2017)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari

masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:

“Berbicara masalah waktu pelaksanaan yang dilakukan dari dinas
terkait untuk melaksanakan sistem pengelolaan persampahan yang
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ada di Kota Tanjungpinang sudah cukup maksimal dengan waktu

banyak nya masyarakat yang membuang pada saat itu sehingga

tidak ada yang sampah yang tidak masuk dalam jadwal

pengangkutan” (Wawancara Tanggal 24 Januari 2018)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari
masyarakat dengan inisial A.B.P didapati hasilnya sebagai berikut:

“Dapat dikatakan waktu pelaksanaan sistem pengelolaan

persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang masih belum

maksimal terkadang masih ada saja sampah yang tidak terangkut”

(Wawancara Tanggal 24 Januari 2018)

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kabid.
Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) Bpk. WB dan didapati
hasilnya sebagai berikut:

“Waktu pelaksanaan system pengelolaan persampahan sudah

ditetapkan dengan sedemikian rupa agar dapat menetralisir sampah

yang bertumpuk agar dapat memaksimalkan proses system
pengelolaan persampahan meskipun demikian tidak menutup
kemungkinan hambatan yang mendatang di kemudian harinya”

(Wawancara Tanggal 28 Juli 2017)

. Kecukupan, Kecukupan dalam hal ini yakni system pengelolaan
persampahan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan
mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adeguacy) berkenaan dengan
seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau
kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih
berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi

seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau

kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
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a. Kepuasan Terhadap Hasil, merupakan indikator yang akan dievaluasi
dengan memperhatikan sistem pengelolaan persampahan yang dapat
terlaksana dengan baik.

Bernkut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai sistem
pengelolaan persampahan yang dapat terlaksana dengan baik. sehingga
didapati hasilnya sebagai berikut:

“Menurut saya system pengelolaan persampahan ini masih belum

memenuhi kriteria yang baik dari wilayah lain yang memiliki

system yang lebih baik lagi dikarenakan kurangnya sumber daya
manusia yang masih kurang dengan adanya wilayah Kota

Tanjungpinang yang seluas ini akan memerlukan petugas yang

lebih banyak lagi dan pengawas lapangan yang banyak juga agar

petugas yang ada mudah diawasi sehingga pekerjaan dapat terarah”

(Wawancara Tanggal 31 Juli 2017)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu pengawas kebersihan dengan inisial AG berkenaan dengan sistem
pengelolaan persampahan yang dapat terlaksana dengan baik. maka
diperoleh hasilnya sebagai berikut :

“Saya mengganggap system pengelolaan Tanjungpinang ini masih

belum maksimal dan saya pribadipun kewalahan untuk mengawasi

pengelolaan persampahan khususnya yang saya awasi petugas
yang cukup banyak schingga kadangkala masih menyisakan
sampah pada saat mereka bekerja. (Wawancara Tanggal 31 Juli

2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu pegawai di TPA dengan inisial SS mengenai sistem

pengelolaan persampahan yang dapat terlaksana dengan baik. sehingga

didapati hasilnya sebagai berikut:
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“Saya merasa masih kurang dengan sistem pengelolaan
persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini dijalan-jalan
masih ada sampah yang tersisa bahkan di TPA pun masih terlihat
kurang rapi dan menjadi sampah timbunan yang sudah
menggunung” (Wawancara Tanggal 31 Juli 2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
petugas kebersihan dengan inisial MR mengenai sistem pengelolaan
persampahan yang dapat terlaksana dengan baik. sehingga didapati
hasilnya sebagai berikut:

“Sistem  pengelolaan persampahan yang ada di  Kota

Tanjungpinang ini masih kurang maksimal, meskipun saya sebagai

petugas kebersihan saya memandang bahwa sampah yang setiap

_hari terkumpul dan dibuang di TPA banya menimbulkan
tumpukkan sampah yang tidak bisa diolah lagi dan lama-kelamaan

penuh TPA itu pak” (Wawancara Tanggal 31 Juli 2017}

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu petugas pengawas dengan inisial AM mengenai sistem
pengelolaan persampahan yang dapat terlaksana dengan baik. sehingga
didapati hasilnya sebagai berikut:

“Sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang masih

kurang maksimal karena sampah ttu hanya dibuang meskipun ada

sebagian yang bisa dijadikan kompos, tapi dengan sisanya terbuang

percuma tidak menghasilkan apa-apa” (Wawancara Tanggal 31

Juli 2017)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari

masyarakat dengan inisial A.B.P didapati hasilnya sebagai berikut:

“Saya sebagai masyarakat masih belum sangat puas dengan adanya
sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang
ini dikarenakan sampah yang ada tidak bisa dijadikan bahan
berguna lagi seperti daerah-daerah luar yang sampah nya dapat
dijadikan barang yang berguna” (Wawancara Tanggal 31 Juli
2017)
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Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari
masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:

“Menurut saya sistem pengelolaan persampahan yang terjadi

sekarang masih belum memuaskan saya selaku masyarakat yang

merasakan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota

Tanjungpinang masih memiliki kekurangan dengan adanya sampah

masih berserakan dan tidak terangkut saya pu kurang tau memang

tidak terangkut atau sengaja tidak angkut”. (Wawancara Tanggal

31 Juli 2017)

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kabid.
Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) inisial
Bpk. WB dan didapati hasilnya sebagai berikut:

“Sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini

masih kurang maksimal dikarenakan budaya masyarakat juga yang

masih membuang sampah sembarangan serta sarana prasarana
masih kurang memadai untuk dapat memproses sampah itu sendiri
agar dapat digunakan untuk masyarakat juga nantinya”

(Wawancara Tanggal 31 Juli 2017)

4. Pemerataan, dalam system pengelolaan sampah dapat dikatakan
mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan. Kriteria kesamaan
(equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan
menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok — kelompok
yang berbeda dalam masyarakat, berorientasi pada perataan adalah
kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan dengan
tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya

manfaat yang merata. Pemerataan yang dikemukakan oleh dunn

merupakan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata

kepada kelompok-kelompok yang berbeda untuk mengetahui pemerataan
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diperlukan indikator untuk mengetahui pemerataan yang di laksanakan

dalam system pengelolaan persampahan dimana indikator tersebut adalah

Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu. Dengan demikian tidak

mementingkan kelompok tertentu kita harus mengetahui bagaimana

Sistem Pengelolaan Persampahan yang dapat dijalankan secara

menyeluruh. Pada akhir nya nanti peneliti akan mengetahui pemerataan

dalam konsep teori dunn tersebut.

a. Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu, dalam hal ini untuk
mengetahui apakah sistem pengelolaan persampahan yang dapat
dijalankan secara menyeluruh.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai sisterh
pengelolaan persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh.
schingga didapati hasilnya sebagai berikut :

“Menurut saya setiap petugas tidak ada membedakan antara satu

sama lainnya dan semua petugas rata pembagian pekerjaannya

dengan demikian dapat dikatakan bahwa system pengelolaan
sampah dapat dikatakan sudah hampir secara menyeluruh
meskipun ada beberapa lokasi yang memang tidak ada petugas

kebersihannya” (Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu pengawas kebersihan dengan inisial AR berkenaan dengan sistem

pengelolaan persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh,

maka diperoleh hasilnya sebagai berikut:

“Saya rasa masih belum menyeluruh system pengelolaan
persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang, kenapa demikian
ketika ingin pergi mengawas petugas masih ada lokasi — lokasi
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tertentu yang masih belum tertangani pengelolaan persampahan™
(Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu petugas sapu dengan inisial SI mengenai sistem pengelolaan
persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh. sehingga
didapati hasilnya sebagai berikut :

“Menurut saya system pengelolaan persampahan yang ada di Kota

Tanjungpinang ini masih belum menyeluruh mengapa demikian

para petugas ini dikerahkan hanya di Jalan-Jalan Kota dan tempat

pembuangan sampah sepertin perumahan tidak lerlayani”.

(Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
petugas kebersihan dengan inisial RE mengenai sistem pengelolaan
persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh. sehingga
didapati hasilnya sebagai berikut :

“Kalau berdasarkan pekerjaan yang kami kerjakan antara satu yang

lainnya itu tidak dibedakan baik berdasarkan lokasi maupun gaji

namun system pengelolaan ini kurang menyeluruh dikarenakan di

daerah perumahan memang belum disediakan petugas kebersihan”

(Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017)

Dengan demikian ini merupakan tanggapan atau jawaban yang
diberikan oleh A.M mengenai sistem pengelolaan persampahan yang
dapat dijalankan secara menyeluruh. sehingga didapati hasilnya
sebagai berikut:

“Sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini

sejauh yang saya ketahui belum dapat dikatakan merata dan

menyeluruh dikarenakan selama ini hanya sebatas jalan perkotaan
serta tempat pembuangan sampah yang hanya dilayani system

pengelolaan persampahan ini” (Wawancara Tanggal 1 Agustus
2017)
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Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari
masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:
“Sistem  pengelelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang pada hakikatnya memang tidak mementingkan
kelompok tertentu dimana sistem pengelolaan persampahan yang
ada di Kota Tanjungpinang ini dilakukan secara merata

mengangkut sampah di sepanjang jalan.” (Wawancara Tanggal 1
Agustus 2017).

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari
masyarakat dengan inisial A.B.R didapati hasilnya sebagai berikut:

“Sistem pengelolaan persampahan tidak melihat sampah dari segi

manapun pengangkutan yang dilakukan oleh orang Dinas
dilakukan merata tidak mementingkan siapa dan sampah siapa”

(Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017).

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan Bpk
WB (Kabid. Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Petamanan Kota
Tanjungpinang) dan didapati hasilnya sebagai berikut:

“Sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini

masih belum menyeluruh atau merata mengapa pengelolaan
persampahan belum menyeluruh dikarenakan untuk menjalankan
tugas pokok dan fungsi dari bidang ini hanya pengelolaan
persampahan jalan protokol, arteri, Tempat pembuangan sementara

(TPS), sampah drainase dan tempat-tempat umum, oleh karena

dilvar ini memang tidak terlayani pengelolaan persampahan.”

(Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017)

5. Responsivitas, Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang
dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan,
kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari
kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya system pengelolaan

persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, kriteria
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. responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari
kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan
kesamaan. Responsivitas dalam indikator evaluasi menurut dunn
merupakan Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau
nilai kelompolk-kelompok tertentu. Untuk mengetahui responsivitas yang
dimaksud dunn ini perlunya Keikutsertaan dan partisipast dimana peneliti
ingin meneliti Lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan
persampahan
a. Keikutsertaan dan Partisipasi, maksud dari ini inguin mengetahui
bagaimana lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan
persampahan,

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai lemahnya
penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan. sehingga
didapati -hasilnya sebagai berikut :

“Penerapan  system pengelolaan persampahan di Kota

Tanjungpinang memang masih lemah dikarena kan fasilitas kurang

memadai penerapan system pengelolaan persampahan di Kota

Tanjungpinang hanya sebatas kumpul angkut buang, dengan

penerapan yang demikian pelaksanaan yang ada juga masih elum

maksimal dengan penerapan system yang ada dan begitu juga

pelaksaannya” (Wawancara Tanggal 2 Agustus 2017)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu pengawas kebersihan dengan inisial AG mengenai lemahnya

penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan. sehingga

didapati hasilnya sebagai berikut :
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“Penerapan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang masih hanya biasa — biasa saja masih sebatas
pembersihan serta pengangkutan belum terjadinya pengolahan ,
sehingga masih lemahnya penerapan tersebut maka dari itu
pelaksanaan system pengelolaan persampahan masih hanya sebatas
penerapan” (Wawancara Tanggal 2 Agustus 2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu petugas sapu dengan inisial SD mengenai lemahnya
penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan. sehingga
didapati hasilnya sebagai berikut :

“Menurut saya pak selama saya bekerja penerapan system

pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini saya

belum nampak bahwa penerapan yang bagus hanya sebatas
membayar orang untuk melakukan pembersihan dan pengangkutan
fetapi tidak adanya pengolahan dari hasil sampah itu sendiri
sehingga pelaksanaan yang ada pada saat ini hanya biasa — biasa

saja” (Wawancara Tanggal 2 Agustus 2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
petugas kebersihan dengan inisial MR mengenat lemahnya penerapan
dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan. sehingga didapati
hasilnya sebagai berikut :

“Penerapan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota

Tanjungpinang ini masih lemah dengan adanya pembuang dan

pengakutan tidak menutup kemungkinan bahwa tidak adanya

sampah lagi tetapi masih juga ada sampah pak, pelaksanaan yang
biasa — biasa saja masih dapat dikatakan lemah dengan penerapan
system pengelolaan sampah yang masih lemah” (Wawancara

Tanggal 2 Agustus 2017)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu petugas pengawas dengan inisial AM mengenai lemahnya

penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan. sehingga

didapati hasilnya sebagai berikut :
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“Saya lihat bahwa penerapan system pengelolaan persampahan
yang ada di Kota Tanjungpinang masih lemah pak mengapa
demikian dengan penerapan yang begini-begini saja tidak ada
perubahan membuat pelaksanaan yang kurang juga” (Wawancara
Tanggal 2 Agustus 2017)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari
masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:
“Penerapan yang belum maksimal mengakibatkan saya sendiri
scbagai warga masyarakat melihat penerapan sistem pengelolaan
persampahan ini masih lemah dengan adanya masyarakat yang

masih suka buang sampah sembarangan.” (Wawancara Tanggal 2
Agustus 2017)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari
masyarakat dengan inisial A.B.R didapati hasilnya sebagai berikut:

“Penerapan sistem pengelolaan sampah yang ada di Kota

Tanjungpinang ini masih lemah dengan fenomena yang terjadi di

Kota Tanjungpinang masih memiliki sampah yang berserak

sechingga Kota Tanjungpinang masih memilki sampah yang

berserakan™ (Wawancara Tanggal 2 Agustus 2017)

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kabid.
Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) Bpk.
WB dan didapati hasilnya sebagai berikut:

“Penerapan system pengelolaan persampaban yang ada di Kota

Tanjungpinang ini masih belum maksimal masih banyak memiliki

kekurangan yang dialami pemerintah pada saat ini dengan adanya

system yang sekarang ini diterapkan menimbulkan pelaksanaan
yang masih kurang baik juga” (Wawancara Tanggal 2 Agustus

2017)

6. Ketepatan, lebih merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan

pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang

dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi
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dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang dirckomendasikan
tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan
dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini
menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk
merealisasikan tujuan tersebut. Ketepatan dalam teori dunn merupakan
Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai,
untuk mengetahui indikator ketepatan peneliti harus mengetahui dua hal
yaitu keberhasilan dan kegunaan. Keberhasilan ini akan melihat
Berhasilnya Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan, sedangkan
kegunaan dalam hal ini yang akan dilihat Berhasilnya Penerapan Sistem
Pengelolaan Persampahan
a. Keberhasilan, dalam hal ini akan membahas mengenai berhasilnya
penerapan sistem pengelolaan persampabhan yang ada di Kota
Tanjungpinang.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai
berhasilnya penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di
Kota Tanjungpinang. sehingga didapati hasilnya sebagat berikut :

“Berhasilnya penerapan system pengelolaan persampahan

bergantung kepada penerapan nya terlebih dahulu, melihat

penerapan yang masih kurang maksimal dan tidak bisa
memanfaatkan sampah maka system pengelolaan persampahan ini
belum dapat dikatakan berhasil sepenvhnya” (Wawancara Tanggal

3 Agustus 2017)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah

satu pengawas kebersihan dengan inisial AG berkenaan dengan
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berhasilnya pencrapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di
Kota Tanjungpinang, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut:

“Penerapan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang ini masih saja belum bisa dikatakan maksimal
dengan itu penerapan yang kurang maksimal juga belum bisa
system ini dapat berhasil sepenuhnya” (Wawancara Tanggal 3
Agustus 2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu petugas sapu dengan inisial SD mengenai berhasilnya
penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

“Menurut saya pak, berhasilnya system pengelolaan persampahan

yang ada di Kota Tanjungpinang ini tergantung pemerintah itu

sendiri bagaimana penerapan system yang diterapkan pemerintah
itu sendiri, jika system yang sekarang ini hanya bersih-bersih
seperti yang saya lakukan sekarang bisa dibilang belum berhasil

sepenuhnya” (Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
petugas kebersihan dengan inisial MR berkenaan dengan berhasilnya
penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut:

“Saya kurang mengerti system yang bagaimana yang bisa dibilang

berhasil dan system pengelolaan persampahan yang bagaimana di

terapkan di Kota Tanjungpinang dari sepanjang yang saya kerjakan

hanya sebagai petugas kebersihan sebenarnya itu bukan merupakan
system pengelolaan persampahan yang maksimal, dengan

demikian bisa belum dikatakan berhasil”. (Wawancara Tanggal 3

Agustus 2017}

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah

satu petugas pengawas dengan inisial AM mengenai berhasilnya
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penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

“Menurut saya pak, masih belum berhasil lah pak system
pengelolaan persampahan ini meskipun yang kurang tau juga
system yang bagaimana yang diterapkan dalam pengelolaan
persampahan di Kota Tanjungpinang bagaimana saya bilang yang
dikerjakan hanya bersih-bersih aja pak tetapi tidak ada hal selain
itu yang dilakukan pemerintah ini, dengan demikian hal itu bisa
dikatakan belum berhasil”. (Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari
masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:

' “Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang masih belum berhasil dikarenakan penerapan
sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang
vang masih lemah dengan demikian sistem pengelolaan
persampahan belum berhasil dengan apa yang dicita-citakan.
(Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari
masyarakat dengan inisial A.B.R didapati hasilnya sebagai berikut:

“Penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang mengakibatkan pelaksanaan suatu sistem
pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang yang
betum berhasil dimata saya selaku masyarakat, jika ingin berhasil
sistem pengelolaan persampahan maka perbaiki penerapan sistem
pengelolaan persampahan dengan demikian maka akan berhasil
sistem pengelolaan persampahan” (Wawancara Tanggal 3 Agustus
2017)

Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan (Kabid.
Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) Bpk.
WB dan didapati hasilnya sebagai berikut:

“Penerapan Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota

Tanjungpinang ini memang masih belum memenuhi kriteria
berhasil dikarena masih kekurangan dalam mengelola persampahan
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di Kota Tanjungpinang ini terbatasnya pengetahuan yang ada serta
fasilitas-fasilitas-fasilitas yang masih kurang” (Wawancara
Tanggal 3 Agustus 2017)
b. Kegunaan, berbicara kegunaan kali ini akan menilai ketersediaan
sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh
salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai
ketersediaan sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai
kebijakan. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

“Kegunaan dalam kali ini merupakan ketersediaan system

pengelolaan persampahan yang baik dan sesuai dengan kebijakan,

dalam hali ini dinas terkait melaksanakan pengelolaan

' persampahan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan
adanya aturan yang dijadikan pedoman namun kebijakan yang ada

belum juga menyediakan system pengelolaan yang baik”.

(Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu pengawas kebersihan dengan inisial AG mengenai ketersediaan
sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan. sehingga
didapati hasilnya sebagai berikut :

“System pengelolaan persampahan ini belum mampu menyediakan

dengan baik system pengelolaan persampahan yang baik,

dikarenakan kebijakan yang telah ditetapkan membuat suatu
batasan hanya sampai dimana kewenangan kita dalam bekerja”

(Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan
oleh salah satu petugas sapu dengan inisial SD mengenai ketersediaan

sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan. sehingga

didapati hasilnya sebagai berikut :
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“Dilihat dari kegiatan sehari-harinya pak kelihatan bahwa memang
di Kota Tanjungpinang ini belum menyediakan system pengelolaan
persampahan yang baik, namun demikian dinas terkait hanya
berpedoman pada yang sebelumnya tidak membuat inovasi baru
agar dapat menyediakan system pengelolaan persampahan yang
baik dalam hal ini kami selaku petugas kebersihan hanya menjalan
kan perintah yang sesuai kebijakan aja pak™. (Wawancara Tanggal
3 Agustus 2017)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu petugas pengawas dengan inisial A M mengenai ketersediaan
sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan. sehingga
didapati hasilnya sebagai berikut :

“Menurut saya pak di Kota Tanjungpinang ini tidak tersedia

system pengelolaan persampahan yang baik dan masing-masing

bekerja berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, system
pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini hanya
menyediakan system pengelolaan persampahan yang biasa-biasa
saja kumpul angkut buang”. (Wawancara Tanggal 3 Agustus

2017)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah
satu petugas pengawas dengan inisial NR mengenai ketersediaan
sistem pengelolaan persampaban yang baik sesuai kebijakan. schingga
didapati hasilnya sebagai berikut :

“Sistem pengelolaan persampahan ini hanya menyediakan sarana

dan prasarana pengelolaan persampahan meskipun itu masih

belum memadai, tetapi tidak mampu untuk melaksanakan
pengelolaan persampahan itu sendiri, sehingga dapat dikatakan
bahwa system pengelolaan persamapahan di Kota Tanjungpinang
ini belum menyediakan system yang baik” (Wawancara Tanggal
3 Agustus 2017)
Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari

masyarakat dengan inisial A.B.R didapati hasilnya sebagai berikut:

“Penerapan yang baik sesuai dengan kebijakan tentang sistem
yang pengelolaan persampahan ini belum maksimal dimana
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kebijakan pengelolaan persampahan ini saya lihat hanya sebatas
jalan yang diangkut tidak sampai kerumah”(Wawancara Tanggal
3 Agustus 2017)
Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari
masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:
“Sistem pengelolaan persampahan yang tersedia belum memadai
saat ini masih ada tong sampah yang tidak bisa dipakai lagi tetapi
masih digunakan dengan fasilitas yang tersedia masih kurang
mngakibatkan masyarakat ingin membuang sampah disembarang
tempat”. (Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017)
Disamping itu dilakukan wawancara dengan key informan
(Kabid. Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) Bpk.
WB dan didapati hasilnya sebagai berikut:
“Sistem pengelolaan persampahan di .Kota Tanjungpinang ini
hanya sebatas biasa-biasa saja orang buang kita angkut, sarana
penunjang masih juga belum terpenuhi untuk mengatasi hal ini
agar dapat menyediakan system pengelolaan persampahan yang
baik, namun tetap tidak lari dari sebuah kebijakan yang telah
ditetapkan”. (Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017)
C. Pembahasan
1. Efektivitas, Suvatu kebtjakan dibuat oleh pemerintah, biasanya
dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seringkali tindakan yang
telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai yang
diharapkan karena faktor lain yang tidak terduga seperti perubahan
lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh
mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu kriteria dasar

dalam menilai suatu program atau kebijakan adalah dengan efektivitas.
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Tercapainya Tujuan, Sistem pengelolaan persampahan harus
dilaksanakan guna menciptakan pengelolaan persampahan yang
terealisasi dengan baik dimana dapat dilakukan analisis serta
pembahasan mengenai tercapainya tujuan dengan adanya kriteria
system pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik
didapati hasilnya sebagian besar Informan menyatakan bahwa system
pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini sudah
cukup baik dengan adanya memanfaatkan sarana dan prasarana yang
sudah ada untuk melakukan pengelolaan persampahan sehingga pada
akhirnya sampah yang telah terangkut tidak hanya menjadi tumpukan
sampah tetapi diolah menjadi sesuatu keperluan yang dapat
digunakan. Meskipun hasil pengelolaan persampahan belum tersebut
belum bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kota
Tanjungpinang. Dengan Demikian Bahwa sistem pengelolaan
persampahan di Kota Tanjungpinang masih belum baik dikarenakan
system pengelolaan persampahan yang digunakan masih memakai
paradigma lama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan sehingga
sampah yang dibuang ke TPA hanya bisa menjadi bahan kompos tidak
bisa digunakan seperti negara — negara yang sudah maju bahkan di
negara maju sampah yang ada bisa dijadikan bahan atau barang yang
berguna sehingga sampah yang ada tidak kelihatan lagi dan dijadikan
hal yang bermanfaat untuk masyarakat di negara atau wilayah
tersebut. Dengan demikian dari keseluruhan hasil wawancara dan

analisis dengan mengevaluasi system pengelolaan persampahan di
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Kota Tanjungpinang sudah hampir efektif dalam indikator efektifitas
namun masih ada kendala sehingga system pengelolaan persampahan
yang ada di Kota Tanjungpinang baik dari segi teknologi, sarana dan
prasarana. Dengan adanya hambatan maupun kendala tersebut system
pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang masih belum bisa
mengikuti apa yang sudah diterapkan di kota — kota lain maupun
negara lain yang sudah menggunakan sestem pengelolaan
persampahan dengan - memanfaatkan sampah menjadi hal yang
berguna seperti dijadikan sumber energy dan hal yang bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kejelasan Sasaran berbicara mengenai system pengelolaan
persampahan dalam hal ini yang mana terdapat kesesuaian antara
system pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai. Didapati
mengenai kesesuaian antara system pengelolaan dengan hasil yang
ingin dicapal. didapati hasilnya sebagian besar Informan menyatakan
bahwa dengan adanya system pengelolaan ini menciptakan hasil yang
dinginkan tidak lain dan tidak bukan menciptakan lingkungan yang
bersih., Sechingga dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan
lringkungan yang bersih Pemerintah harus menyiapkan system
pengelolaan persampahan yang baik agar dapat menciptakan
lingkungan yang bersih juga. Dengan demikian Sistem pengelolaan
persampahan di Kota Tanjungpinang ini masih memiliki kekurangan
dalam kesesuaian dengan ha_sil yang ingin dicapai, pandangan

masyarakat dengan adanya system pengelolaan persampahan ini
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masyarakat yakin akan terhadap kinerja pemerintah dengan
menerapkan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang, namun sebaliknya pemerintah masih menganggap
system pengelolaan persampahan ini masith belum mencapai kriteria
yang diinginkan dan ingin meniru system pengelolaan persampahan
yang sudah maju dan berhasil menerapkan system pengelolaan
sampah yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem
pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang masih memiliki
kekurangan dari wilayah lain yang sudah dapat dikatakan berhasil

menerapkan system pengelolaan persampahan yang sebaik-baiknya.

2. Efisiensi merupakan kriteria dalam menentukan seberapa besar input yang

digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Efisiensi artinya
melaksanakan dan menghasilkan segala sesuatu dengan tepat, serta efisien
juga merupakan perbandingan antara sumber — sumber yang digunakan
dengan output yang dihasilkan. Selanjuinya Dunn mengemukakan
indikator evaluasi adalah efisiensi merupakan Seberapa banyak usaha
diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan itu dunn
menggunakan indikator untuk mengukur efisiensi yaitu Waktu
Pelaksanaan dengan mengetahui Pengelolaan Persampahan oleh
DPRKPKP Lebih Susuai dan Tepat, dengan diketahuinya nantinya
pengelolaan persampahan yang lebih sesuai dan tepat seperti apa dan hasil
tersebut lah kita mengetahui bahwa system pengelolaan persampahan itu
efisien atau tidak. Selanjutnya selain efisiensi Dunn juga mengemukaan

bahwa indikator untuk mengukur evaluasi adalah Kecukupan yang mana
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kecukupan merupakan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan

memecahkan masalah, dengan ingin diketahuinya pencapatan hasil yang

diinginkan dunn mengemukakan bahwa harus mengetahui kepuasan
terhadap hasil dimana yang akan di teliti oleh peneliti adalah Sistem

Pengelolaan Persampahan Yang Dapat terlaksana sesuai sasaran, dengan

hal ini akan terjawab nantinya bagaimana kecukupan yang dimaksudkan

dunn tersebut.

a. Waktu Pelaksanaan, merupakan sesuatu tolak ukur dalam
mengevaluasi dalam sistem pengelolaan Persampahan oleh Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan
Pertamanan Kofa Tanjungpinang lebih sesuai dan tepat. system
pengelolaan persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang lebih
sesuai dan tepat. didapati hasilnya bahwa waktu pelaksanaan system
pengelolaan persampahan ini telah sesuai dengan jumlah volume
sampah yang terkumpul meskipun masih ada tersisa sedikit sampah
yang masih tersisa. Waktu pelaksanaan system pengelolaan
persampahan ini memang harus direncanakan sebaik mungkin agar
menciptakan pelaksanaan yang baik pula. Dengan kondisi yang
terjadi pada saat ini waktu pelaksanaan yang terjadi di system
pengelolaah persampahan ini sudah cukup baik guna untuk
mengharapkan yang lebih baik namun baik hanya di waktu

pelaksanaan tetapi masih ada kurang dari segi lainnya. Sehingga
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system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini masih
belum dikatakan maksimal.

3. Kecukupan, yakni system pengelolaan persampahan dapat dikatakan
tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat
efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang
menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan
efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternative
yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam
menyelesaikan masalah yang terjadi.

a. Kepuasan terhadap Hasil, merupakan indikator yang akan
dievaluasi dengan memperhatikan sistem pengelolaan persampahan
yang dapat terlaksana dengan baik. Sehingga dapat dianalisa Informan
mengenai sistem pengelolaan persampahan yang dapat terlaksana
dengan baik hampir para informan mengatakan bahwa system
pengelolaan persampahan ini masih kurang dari wilayah maupun
Negara tetangga yang sudah dikatakan bagus system pengelolaan
persampahannya dengan jawaban informan yang salah satunya
merupakan petugas kebersihan sehingga mereka memandang sampah
yang mereka bersihkan tidak dapat dimanfaatkan kembali dan pada
akhimya menjadi timbunan di TPA. system pengelolaan persampahan
kurang maksimal selain budaya masyarakat yang masih ingin
membuang sampah sembarangan serta kurangnya sarana dan

prasarana, sumber daya manusia yang akan mengolah sampah itu i
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sendiri agar dapat dirasakan masyarakat nantinya. Sistem pengelolaan
persampahan yang ada ini masih belum maksimal sehingga
masyarakat nya juga belum puas dengan adanya petugas kebersihan
yang selama int bekerja dan bahkan masih memiliki sampah di
lingkungan yang belum terangkat. Sistem pengelolaan persampahan
yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih belum mampu menerapkan
dengan menggunakan sistem waste fo energy atau zero waste dalam
pengelolaan yang mana Pemerintah masih megalami kesulitan dalam
hal pengelolaan system pengelolaan persampahan. Hal ini yang
menyebabkan bahwa sampah yang sudah ada menjadi timbunan yang
bahkan menjulang tinggi diakibatkan banyaknya sampah yang
dihasilkan dari masyarakat. Dengan demikan sumber daya manusia
serta fasilitas yang belum memadai yang ada di Kota Tanjungpinang
inilah yang dihadapi sehingga Pemerintah Kota Tanjungpinang masih

belum dapat menggunakan sistem waste fo energy atau zero waste.

. Pemerataan, dalam system pengelolaan sampah dapat dikatakan

mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan. Kriteria kesamaan
(equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan
menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok — kelompok
yang berbeda dalam masyarakat, berorientasi pada perataan adalah
kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan dengan
tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya

manfaat yang merata. Pemerataan yang dikemukakan oleh dunn
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merupakan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata

kepada kelompok-kelompok yang berbeda untuk mengetahui pemerataan

diperlukan indikator untuk mengetahui pemerataan yang di laksanakan

dalam system pengelolaan persampahan dimana indikator tersebut adalah

Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu. Dengan demikian tidak

mementingkan kelompok tertentu kita barus mengetahui bagaimana

Sistem Pengelolaan Persampahan yang dapat dijalankan secara

menyeluruh. Pada akhir nya nanti peneliti akan mengetahui pemerataan

dalam konsep teori dunn tersebut.

Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu, dalam hal ini untuk
mengetahui apakah sistem pengelolaan persampahan yang dapat
dijalankan secara menyeluruh. Schingga sistem pengelolaan
persampahan yang dapat dijalankan secara menycluruh didapati
hasilnya bahwa system pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang ini masih belum menyeluruh dan masih ada wilayah
yang tidak terlayani pengelolaan persampahan sehingga banyak juga
persampahan yang tidak terlayani. system pengelolaan persampahan
yang ada di Kota Tanjungpinang ini memang tidak menyeluruh
dikarenakan Dinas terkait yang mengelola pengelolaan persampahan
ini hanya bekerja berdasarkan apa yang menjadi tugas pokok dan
fungsi sesuai aturan yang ada maka dari itu system pengelolaan
persampahan  ini masih belum menyeluruh. Bahwa system
pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang belum bisa

dijalankan secara menyeluruh dikarena kan terbatasnya tugas pokok
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dan fungsi yang telah ditetapkan dengan adanya sebuah peraturan
sehingga sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang
belum dijalankan secara menyeluruh di Lokasi Kota Tanjungpinang
ini karena itu system pengelolaan persampahan di Kota
Tanjungpinang masih belum maksimal.

5. Responsivitas, Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang
dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan,
kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari
kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya system pengelolaan
persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, kriteria
responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari
kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan
kesamaan. Responsivitas dalam indikator evaluasi menurut dunn
merupakan Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau
nilai kelompok-kelompok tertentu. Untuk mengetahui responsivitas yang
dimaksud dunn ini perlunya Keikutsertaan dan partisipasi dimana peneliti
ingin meneliti Lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan
persampahan.

a. Keikutsertaan dan Partisipasi, maksud dari ini inguin mengetahui
bagaimana lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan
persampahan. lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem
pengelolaan persampahan bahwa  penerapan system pengelolaan
persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih lemah

dengan penerapan yang biasa — biasa saja akan menimbulkan
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pelaksanaan yang lemah juga masih terdapat sampah yang terbuang
percuma dengan adanya system pengelolaan persampahan yang ada
pada saat ini. Dapat dikatakan bahwa penerapan system pengelolaan
persampahan di Kota Tanjungpinang masih belum bisa menerapkan
sistem pengelolaan sampah yang baik seperti yang diterapkan di
Pemerintah wilayah lain. Penerapan system pengelolaan persampahan
di Kota Tanjungpinang ini masih lemah dikarenakan masih banyak
kendala dalam pengelolaan persampahan, dengan adanya penerapan
yang masih kurang ini mengakibatkan pelaksanaan yang masih kurang
juga, masyarakat masih membuang sampah sembarangan, masyarakat
merasa sampah yang dibuang tidak menghasilkan apa-apa. Jika
penerapan system pengelolaan persampahan yang baik maka
pelaksanaan yang baik juga.

6. Ketepatan, lebih merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan
pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang
dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi
dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan
tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan
dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini
menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk
merealisasikan tujuan tersebut. Ketepatan dalam teori dunn merupakan
Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai,

untuk mengetahui indikator ketepatan peneliti harus mengetahui dua hal

yaitu keberhasilan dan kegunaan. Keberhasilan ini akan melihat
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Berhasilnya Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan, sedangkan

kegunaan dalam hal ini yang akan dilihat Berhasilnya Penerapan Sistem

Pengelolaan Persampahan.

Keberhasilan, dalam hal ini akan membahas mengenai berhasilnya
penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang.  berhasilnya penerapan sistem  pengelolaan
ﬁersampahan yang ada di Kota Tanjungpinang didapati hasilnya
bahwa penerapan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang ini belum berhasil menerapkan system pengelolaan
sampah yang cukup baik seperti wilayah lain yang sudah berhasil
menerapkan system pengelolaan persampahan yang baik. Dengan
demikian dapat dikatakan penerapan system pengelolaan persampahan
yang maksimal di wilayah lain belum bisa di terapkan di Kota
Tanjungpinang. penerapan system pengelolaan persampahan yang
maksimal di wilayah lain di Kota Tanjungpinang ini belum berhasil
diterapkan di Kota Tanjungpinang ini dengan pemahaman yang
kurang serta budaya masyarakat yang belum berubah serta fasilitas-
fasiltas lain yang masih kurang. Bahwa penerapan yang ada di Kota
Tanjungpinang yang ada selama ini masih menggunakan paradigma
lama yakni pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, dengan adanya
sistem paradigma fama yang masih diterapkan ini membuat penerapan
system pengelolaan yang ada di Kota Tanjungpinang ini belum

maksimal dan makin banyak menimbulkan jumlah timbunan sampah.
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b. Kegunaan, berbicara kegunaan kali ini akan menilai ketersediaan sistem
pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan. system pengelolaan
persampahan yang ada ini memang belum bisa menyediakan system yang baik,
hampir sebagian sampah yang dibuah hanya menjadi tumpukan dan belum bisa
melakukan pengolahan sampah itu sendiri. Berbicara menyediakan memang
pemerintah menyediakan sarana dan prasarana tetapi itu hanya sebagai penunjang
bukan menyediakan system yang baik. pemerintah mengalami kesulitan unfuk
menyediakan system pengelolaan persampahan yang baik dengan adanya sesuatu
yang terbatas maka dari itu pemerintah hanya menyediakan system pengelolaan
persampahan yang belum maksimal agar dapat berjalan nya suatu kebijakan maka
dari itu harus disediakan system pengelolaan persampahan, Pemerintah ketika
ingin menetapkan kebijakan harus melihat kondisi bisa dijalankan atau tidak jika
kebijakan yang telah ditetapkan nantinya, dalam hal ini pemerintah menyediakan
system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang hal ini
merupakan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan tentang
system pengelolaan persampahan yang ada. Pemerintah belum mampu
menetapkan kebijakan yang menjadikan nantinya systenll pengelolaan
persampahan yang baik mengapa demikian pemerintah sudah melihat kondisi
yang ada di Kota Tanjungpinang ini dengan adanya hambatan dan gejala masalah
maka pemerintah Kota Tanjungpinang belum mampu menyediakan system

pengelolaan persampahan yang baik.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi serta mengetahui seberapa
jauh sistem pengelolaan persampahan yang telah diterapkan di Kota
Tanjungpinang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang. Adapun kesimpulannya adalah
sebagai berikut:
1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kriteria dari evaluasi ada
beberapa indikator sebagai berikut ;

a.  Efektivitas, Ekefti_ﬁtas dalam hal ini dilihat dari bahwa tercapainya
tujuan dari sistem pengeloiaan persampahan ini masih belum maksimal
dengan yang diharapkan Pemerintah dengan terbatasnya kondisi
keuangan serta sarana dan prasarana pendukung, sedangkan kejelasan
sasaran masih belum maksimal dengan adanya keterbatasan konsep
kebijakan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota
Tanjungpinang sehingga hasil yang diharapkan masih belum
maksimal.

b. Efisiensi, dalam hal ini dilihat dari waktu pelaksanaan selama system
pengelolaan persampahan dapat dikatakan bahwa system pengelolaan
persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini sudah di jadwal
sedemikan rupa agar dapat sesuai dan tepat agar pengelolaan

persampahan dapat berjalan.
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Kecukupan, kepuasan terhadap hasil ini merupakan salah satu
indikator dari kecukupan. Maka dari itu akan dapat dilihat bahwa hasil
yang diharapkan terkait dengan pengelolaan persampahan di Kota
Tanjungpinang ini masih belum maksimal dengan adanya hal demikian
pemerintah serta masyarakat masih belum puas dengan adanya system
pengelolaan persampahan yang ada.

Pemerataan, dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator dari
pemerataan yaitu tidak mementingkan kelompok tertentu maka
didapati hasilnya bahwa system pengelolaan persampahan yang ada di
Kota Tanjungpinang ini berjalan secara menyeluruh di TPS-TPS yang
ada.

Responsivitas, keikutsertaan dan partisipasi yang akan dilihat guna
menunjang kriteria responsivitas, dengan demikian bahwa penerapan
system pengelolaan persampahan serta pelaksanaan pengelolaan
persampahan yang masih kurang maksimal dengan adanya kondisi
serta hambatan yang membuat penerapan serta pelaksanaan system
pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang kurang maksimal.
Ketepatan, salah satu dimensi ketepatan merupakan keberhasilan dapat
dikatakan penerapan system pengelolaan persampahan di Kota
Tanjungpinang ini masih belum bisa dikatakan berhasil dengan adanya
masih tersisa. Selanjutnya kegunaan dapat dikatakan bahwa dengan
adanya system pengelolaan persampahan yang biasa-biasa saja dengan

kemungkinan besar system pengelolaan persampahan tidak mampu
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menyediakan system pengelolaan persampahan yang cukup baik dari
wilayah-wilayah lainnya.

2. Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini
belum mampu mengalami masalah persampahan dengan kerbatasan sarana
dan prasarana baik itu dari Sumber daya Manusianya bahkan alat
operasionalnya, dengan berkaca diwilayah yang sudah berhasil mengatasi

|

|

masalah persampahan, Kota Tanjungpinang dengan kendala yang telah
disebut sebelumnya membuat system pengelolaan perasampahan yang ada
di Kota Tanjungpinang ini masih belum mampu meniru dari wilayah yang
mampu mengatasi permasalahan persampahan yang sudah bagus serta
masih kurang inovasi serta kebijakan yang terpaku pada satu arah
mengakibatkan Kota Tanjungpinang sulit meniru serta mengatasi
permasalahan persampahan,

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut saran-saran yang diharapkan dan
semoga dapat berguna yang meliputi :

1. Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu memperhatikan keadaan sarana dan
prasarana guna meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan serta
menyediakan  konsep-konsep terkait dengan sistem pengelolaan
persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang.

2. Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu menyediakan sistem pengelolaan

persampahan yang akan berdampak terhadap masyarakat agar masyarakat

dapat merasakan hasil sampah dari yang mereka buang.
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Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu terus melakukan penanaman nilai -
nilai serta menciptakan kebijakan —~ kebijakan dalam sistem pengelolaan
persampahan yang npantinya diharapkan dapat mengatasi masalah
persampahan di Kota Tanjungpinang dengan maksimal.

Perlunya inovasi dalam sistem pengelolaan persampahan oleh pemerintah
sebagai stakeholder guna menciptakan Kota Tanjungpinang yang bersih
baik inovasi dalam system, teknologi serta manajemen.

Pemerintah dapat melihat mencontoh bahkan memodifikasi sistem
pengelolaan persampahan negara — negara maupun daerah — daerah yang
telah berhasil mengatasi permasalahan sampahnya yang salah satu caranya
adalah melalui benchmarking.

Pemerintah Kota Tanjungpinang harus merancang sistem pengelolaan
persampahan yang semaksimal mungkin serta menetapkan kebijakan yang

sesuai dengan keadaan wilayah serta kondisi sampah yang berjalan pada saat

ini.
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PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA

TANJUNGPINANG
A. Identitas Peneliti :
Nama : Asrian Aderi S.IP
NIM : 500627965
Program Studi : Magister Administrasi Publik

B. Responden :

Nama

Jenis Kelamin
Umur
Pendidikan

C. Daftar Pertanyaan
1. Efektivitas
a. Tercapainya Tujuan
» Apakah Sistem Pengelolaan Persampahan yang terealisasi dengan
baik ?

............................................................................................................

b. Kejelasan Sasaran

» Bagaimana kesesuaian antara konsep kebijakan dan hasil ?

............................................................................................................
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2. Efisiensi
a. Waktu Pelaksanaan
» Apakah pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh DPRKPKP

lebih sesuai dan tepat ?

3. Kecukupan
a. Kepuasan Terhadap Hasil
* Apakah sistem pengelolaan persampahan dapat terlaksana sesuai

sasaran ?

............................................................................................................
............................................................................................................

4, Pemerataan
a. Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu
* Apakah sistem pengelolaan persampahan dapat dijalankan secara

menyeluruh ?

............................................................................................................
............................................................................................................

5. Responsivitas
a. Keikutsertaan dan Partisipasi
» Mengapa lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan

persampahan ?
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............................................................................................................
............................................................................................................

6. Ketepatan
a. Keberhasilan
»  Apakah berhasil penerapan sistem pengelolaan persampahan yang

baik sesuai kebijakan ?

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

b. Kegunaan
= Bagaimana ketersediaan sistem pengelolaan persampahan yang

baik sesuai kebijakan ?

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
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